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ABSTRACT 
STUDY ON THE MINIMUM WAGE IN SPECIAL REGION OF CAPITAL 
CITY OF JAKARTA (DKI-JAKARTA) ANALYSED BASED ON THE 
WAGING FAIRNESS OF ISLAMIC PERSPECTIVE 
 
The disertation is to prove that there was a wrong government policy of 
establishing the Provincial Minimum Wage reffering to the living cost for 
single. Because of such reason, the wage paid to labouris always  insufficient 
to meet the living cost for labour and his family. 
 The minimum wage should cover the operational cost of labour,so 
they can work fully during one month.The data of the minimum wage applied 
in in PulauGadung Estate,Jakarta (JIEP) showed that the wage paid to workers 
were only able to survive.If the policy is continued to be kept,thelabourcan 
not improve  their living quality,and event thelabour will be poor forever. 
This disertation is an alternative solution to overcome low wage 
happened in Indonesia.The system found will result the optimalization of 
labour  income as their right must be gained from the company ,and further 
effect to the company ,the company will gain more profit ,and event the 
company will develop its business optimally.Wage labour system will 
combine shirkah-inanwaal-ijarah so it will have a form of sharing any profit 
among labour,management power and stake holder. Besides ,thelabour will 
get wage proper basic wages including basic salary and benefit. 
The disertation refuses the views:firstly,employers and the Indonesia 
government bureaucracy have created the labouras a part of 
production,effientcy and attractor for investation with low 
wages.Secondly,JackStiber says that workers are human resource belong to 
companies like other resources such as machine, material, money and 
method.As a result,workers must be ready for ending their works anytime.For 
management,the workers can be conside, as things like other sources.This 
ways resulted outsourcing method of employing labour.Thirdly,a view of 
Abdurahmanal-Maliki,said that the policy of wage is based on estimation of 
experts in manpower market stock exchange. 
This dissertation has supported  related to the Naqvi’s opinion about the 
distribution of income should be separated from the concentration of  the 
economic power dominated by certain people, but the economic power must 
orientate to maximize the total welfare.The dissertation also improve the 
opinion of Joseph Qardawi starting that wages of labour is given on basis of 
value of his  work and it is not just enough to eat and drink as a replacement 
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for the lost power,but the wage must also consider the workers’ participation 
as a profit generator.Mustajir must pay full wagesajirevent though the 
workers are willing to accept under proper wage.According to the opinion of 
Banisadr,Islam  rejects all concepts related to the application where the human 
beings or some of the people receive and get a bigger wage than the others 
who out of their responsibility.Abdul Jalil combine the wage system between 
the principal wage with the incentive (gainsharing) with the term combination 
called as shirkahinanwa al-ijarah which is still normative.Thus,the three  
opinions above cannot be applied in the waging system in increasingly 
complex companies. 
This dissertation is a case study observing labour wage system in 
Jakarta Industrial Estate Pulogadung in viewof business  men, labour  
andgoverment. The primary data was randomly gained through quesionares  
and deep interview comparing with contitutionnomor 13 ,2003 and Islamic 
wage concept.The Interpretation of Islamic wage concept uses fenomenology 
method which is a research method that mixed a subjective interpretation in 
observation object. Theinvolvement of researcher in the field  observing the 
object becomes standard pattern. 
 
ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ini adalah  :Mengkaji arti upah bagi buruh 
perusahaan di Indonesia, mengkaji arti upah dalam perspektif pengusaha dan 
mengkaji arti upah dalam perspektif pemerintah. Metode dalam pengambilan 
data menggunakan pendekatan elektic. Metode pendekatan elektic yaitu suatu 
metode pengambilan data dari berbagai sumber untuk diseleksi. Kesimpulan 
Sistempengupahan berkeadilan menurut Islam adalah buruh mendapatkan 
upah dikarenakan perusahaan memperoleh laba. Maka seharusnya buruh 
menerima upah dalam bentuk bagi hasil.  Buruh harus diberi upah untuk 
kebutuhan kesehariannya sehingga mereka dapat bekerja.  disamping itu 
buruh mendapat tunjangan. Buruh menerima upah dalam bentuk UPL (Upah 
Pokok Layak). UPL harus  memenuhi lima kebutuhan pokok manusia yang 
terdiri dari (perlindungan terhadap): agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. 
UPL terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Tunjangan buruh diberikan,   yang  
terdiri dari gainsharing(tambahan upah dikarenakan efisiensi kinerjanya), 
profit sharing(sejumlah uang tunai )dan employee ownership (penyerahan 
sejumlah saham perusahaan). 
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1.  PENDAHULUAN 
Buruh dan upah  adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkandalam 
suatu manajemen perusahaan. Indonesia sebagai sebuah negara yang 
mayoritas penduduknya muslim telah banyak ditemukan pantulan yang ganjil 
tentang buruh dan upah. Buruh dianggap sebagai bagian dari sistem produksi 
dengan metafora mesin. Upah yang diberikan kepada buruh dianggap sebagai 
biaya yang kongruen dengan produktivitas yang dihasilkan, dengan tanpa 
pernah melirik nilai kemanusian yang seharusnya menjadi bagian dari sistem 
kesadarannya. Oleh karena itu, tak heran jika nilai upah buruh yang rendah 
dinilai semakin baik oleh pengusaha, karena  mendatangkan hasil yang 
banyak. Sebaliknya, mereka tidak suka pada upah buruh yang terus 
menggelembung karena hal itu mengurangi laba perusahaan.  
Resiko pertama akibat ulah pengusaha yang ingin mendapatkan untung 
sebanyak-banyaknya harus di tanggung oleh masyarakat yang menjadi kaki 
tangan usahanya, yakni kaum buruh. Sedikit ada guncangan, jumlah 
merekapun bisa dikurangi. Dalam iklim usaha seperti ini, salah satu ukuran 
manajemen usaha yang baik adalah jika mampu menekan jumlah buruh 
sesedikit mungkin, namun dengan kesetiaan dan keterampilan kerja yang 
tinggi. Buruh yang sedikit kurang ahli atau kurang setia harus segera dicarikan 
penggantinya, dan jika perlu diganti dengan mesin robot atau sejenisnya. 
Fenomena ini kemudian melahirkan persepsi di pihak buruh bahwa perusahan 
adalah‘mesin pencetak uang’ dengan ‘bahan bakar’ keringat manusia. Dari 
situ kemudian muncul persepsi bahwa hak kaum buruh hanyalah sekedar 
mendapatkan penghidupan minimal. 
Dipaksakannya UU No. 13 tahun 2003 yang berlaku dengan sistem 
FLM (Flexibility Labour Market System) telah mengakibatkan pengupahan 
buruh semakin tidak menentu. Penerapan buruh kontrak dan outsourcing 
secara bebas tanpa control pemerintah, pada akhirnya telah membebaskan 
pengusaha dari keharusan membayar upah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. Menurut Lindenthal, tingkat fleksibilitas yang terlalu 
tinggi pada pasar kerja Indonesia hanya  menghasilkan peningkatan jumlah 
kelompok miskin pekerja.Dampak yang terjadi jika upah buruh terlalu rendah 
adalah sistem fleksibilitas sangat mudah membuat mereka tergelincir 
melewati garis kemiskinan dan masuk ke dalam kelompok penduduk yang 
benar-benar miskin. Di samping itu, ketidakpastian status kerja,  tidak adanya 
jaminan sosial serta perlindungan kesehatan dan keselamatan akan menambah 
masalah bagi pekerja.Walaupun kebijakan tentang outsourcing dalam UU 
Ketenagakerjaan Tahun 2003 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, 
namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak perusahaan yang 
menerapkan kebijakan itu.  
Dewasa ini, muncul suatu kesadaran baru yang cukup kuat dikalangan 
kaum Muslimin bahwa sosialisme maupun kapitalisme, ternyata tidak dapat 
membawa negara-negara Muslim ke arah kesejahteraan dan keadilan sosial 
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ekonomi, seperti yang diharapkan sebelumnya. Kesadaran ini makin kuat 
setelah terbukti bahwa kapitalisme dan sosialisme pada akhir abad ke-20 
nampaknya sudah sampai pada saturation point dan orang mulai mencari 
alternatif baru. Kesadaran itu terjadi karena pada kenyataannya kapitalisme 
telah menimbulkan suatu masyarakat yang sangat tidak egalitarian dan 
kesengsaraan bagi masyarakat banyak, di samping munculnya keserakahan 
kaum kapitalis dan individualisme tajam yang menyebabkan alienasi. 
Islam hadir untuk menawarkan sistem ekonomi yang adil dan 
bermartabat, salah satu sistem yang ditawarkannya adalah sistem pekerjaan 
yang di dalamnya terdapat hubungan majikan-pekerja dan sistem pengupahan. 
Islam menempatkan majikan dan pekerja dalam kedudukan setara, keduanya 
saling membutuhkan satu sama lainnya. Hubungan keduanya adalah 
kemitraan dalam bekerja. Hubungan ini dibentuk dalam kontrak ijarah, yang 
memuat berbagai ketentuan kerja yang berlaku antara buruh, majikan, dan 
pihak ke-3, serta aspek-aspek yang berlaku di dalamnya. Majikan adalah 
orang yang memiliki dana dan butuh kerja manusia, sedangkan pekerja 
merupakan pemilik tenaga yang memerlukan dana. Hubungan yang 
dibangunnya bukan tuan dan hamba (tauke dan koeli). Oleh karena itu, pihak 
buruh (aji>r) yang menyewakan tenaganya kepada pengusaha (musta’ji>r) tidak 
akan menjadi korban eksploitasi pihak yang mempekerjakannya.  
Berdasarkan pemaparan di atas, ingin diteliti permasalahan pengupahan 
buruh di Indonesia kemudian akan dicari solusinya dengan pendekatan sistem 
pengupahan berkeadilan menurut Islam sehingga diperoleh optimalisasi 
pengupahan buruh perusahaan di Indonesia dengan tetap menguntungkan 
perusahaan di mana buruh bekerja. Diharapkan dari hasil penelitian ini 
mampu diaplikasikan pada perusahaan dengan permasalahan yang lebih 
komplek.  Adapun tema dari penelitian ini adalah “Optimalisasi Sistem 
Pengupahan Buruh Perusahaan di Indonesia yang Berkeadilan Menurut Islam. 
Studi kasus di Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur.” 
 
2.  METODOLOGI  PENELITIAN 
Penelitian ini bermaksud  mengkaji dan membandingkan konsep 
pengupahan buruh perusahaan dalam sistem ekonomi konvensional yang 
dianut oleh pemerintah Indonesia dengan konsep pengupahan dalam Islam. 
Secara lebih spesifik, penelitian ini ingin melakukan analisis perbandingan 
terhadap konsep pengupahan dalam UU No.13 Tahun 2003 dengan sistem 
pengupahan berkeadilan menurut konsepsi Islam.  
Metode dalam pengambilan data menggunakan pendekatan elektic. 
Metode pendekatan elektic yaitu suatu metode pengambilan data dari berbagai 
sumber untuk diseleksi. Dalam kegiatan ini akan dilakukan dengan tiga cara, 
yaitu: mengamati informasi yang berhubungan dengan  pengupahan buruh di 
Indonesia, studi dokumentasi dan kepustakaan serta hasil-hasil riset yang telah 
dipublikasikan dan studi lapangan pada institusi yang mempengaruhi 
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kebijakan pengupahan buruh di Indonesia. Sedangkan pengambilan data di 
lapangan dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuestioner dan 
wawancara. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada buruhdan Anggota 
Apindo Jakarta Timur sedangkan wawancara dilakukan kepada pengusaha 
(khususnya Ketua APINDO dan pemerintah di Jakarta Timur serta kepada 
kepada aktivisserikat buruh dan pengamat perburuhan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A.  UPAH DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAH 
Bagi pemerintah, upah  merupakan standar hidup masyarakat. Menurut 
pemerintah rumusannya harus dapat menciptakan iklim usaha dan sosial yang 
baik. Pemerintah menginginkan adanya pendapatan bagi seluruh warga 
negara. Dengan kata lain, semakin banyak warga negara yang bekerja akan 
semakin baik, karena angka pengangguran berkurang dan warga negara 
memiliki penghasilan. Pemerintah selanjutnya dapat memungut pajak dari 
penghasilan pekerja ini. 
Peran pemerintah dalam kaitannya dengan kompensasi adalah 
pemerintah menetapkan tingkat upah minimum untuk setiap daerah yang telah 
disesuaikan dengan biaya hidup yang ada dan perusahaan harus mematuhi 
program dari pemerintah tersebut sebagai pemegang kebijakan, pemerintah 
berupaya melindungi rakyatnya dari kesewenang-wenangan dan keadilan 
 
B.  UPAH DALAM PERSPEKTIF PENGUSAHA 
1. Karakteristik Pengusaha  Jenis usaha : 64% di bidang usaha produksi 
dengan .waktu Pendirian 93% perusahaan lebih dari 5 tahun. Jumlah 
Pekerja : 50% perusahaan mempunyai pegawai lebih dari 500 orang. 
dengan71% perusahaan milik pribumi.  
2. Tujuan Pendirian Perusahaan 64% pengusaha menyatakan  untuk 
memperoleh keuntungan/ mencari profit. 
 Oleh karena itu, tidak mengherankan jika 93% pengusaha 
menyatakan bahwa upaha dalah  bagian dari biaya produksi. Hal ini 
terlihat dengan pernyataan 43% pengusaha yang hanya mengeluarkan 
upah sebanyak 15%-20% dari biaya produksi. 
3. Kebutuhan Hidup  Layak 
Penentuan besarnya UMP berdasarkan besarnya perhitungan KHL. 
Perhitungan KHL berdasarkan beberapa komponen kebutuhan buruh 
dengan harga terendah di pasaran. Hal ini dinyatakan oleh 71% 
pengusaha. 
4. Kenaikan UMP 
79% pengusaha merasa sangat keberatan dengan kenaikan UMP di 
tahun 2014 
5. Pungutan Liar 
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Selain upah merupakan beban perusahaan, juga terdapat beban 
perusahaan lainnya, yaitu pungutan liar 
93% pengusaha menyatakan, bahwa terlalu banyak pungli di 
Indonesia sehingga menjadi beban perusahaan. Beban perusahaan 
menurut 86% pengusaha mrenjadi tinggi akibat pungutan liar, 
birokrasi, inkonsistensi pemerintah, infrastruktur yang tidak memadai  
menyebabkanbiaya produksi menjadi tinggi menurut 86% responden 
pengusaha.  
6. Kesenjangan Penghasilan antara buruh dan atasannya  
Pengusaha selalu menginginkan upah buruh yang sesuai dengan UMP 
walaupunbanyak di antara mereka yang mampu memberi upah jauh di 
atas UMP.Oleh karena itu telah banyak terjadi kesenjangan 
penghasilan anatara buruh dan atasannya. Jika ada transparansi pihak 
perusahaan tentunya lebih baik dan jelas, namun transparansi ini tidak 
disetujui oleh 79% pengusaha  
7. Hubungan Industrial 
86% pengusaha telah mengizinkan pembentukan serikat pekerja di 
perusahaannya.Dengan berkembangnya informasi melalui media 
masa dan media elektronik, mereka cerdas terlihat dari argumentasi 
orasi yang disampaikan para buruh pada waktu demo dalam 
menyampaikan tuntutannya, tapi pandangan 50% pengusaha  terhadap 
perilaku buruh adalah arogan. Bahkan, 29% pengusaha menyatakan, 
bahwa serikat buruh lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya 
 
C. UPAH DALAM PERSPEKTIF BURUH 
1. Karakteristik Buruh: Status Ketenagakerjaan buruh : 75% buruh tetap, 
13% buruh kontrak/PKWT dan 12% buruh outsourcing. Pendidikan 
Buruh :   94% buruh berpendidikan SMA atau sederajat. Status Buruh 
: 20% telah menikah. Lama bekerja : 69% buruh telah bekerja lebih 
dari 5 tahun. Keahlian Buruh : 50% buruh  mempunyai 
keahlian.Motivasi kerja Buruh : 69%  bekerja karena terpaksa atau 
tidak bisa pilihan lain. 
2. Kondisi Kerja Buruh, Beban Kerja : 53% buruh merasa bahwa 
pekerjaannya/ target pekerjaan yang harus dikerjakannya terlalu 
berat,.Keamanan dan Keselamatan Kerja : 52% buruh menyatakan 
bahwa keamanan dan keselamatan kerja sangat diperhatikan oleh 
perusahaan. 
3. Upah Minimum Propinsi: 9% buruhmenyatakan memperoleh upah 
dibawah UMP , 6% buruh menyatakan tidak mengetahui apakah 
sesuai dengan UMP atau tidak. 36% buruh merasakan telah terjadi 
kesenjangan penghasilan antara buruh dan atasannya. Hanya 13% 
buruh menyatakan, bahwa asupan makana yang biasa mereka 
konsumsi telah memenuhi syarat 4 sehat lima sempurna,   
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4. Tunjangan-tunjangan: Tunjangan Kesehatan :  49% mendapat 
jaminan kesehatan tetapi sangat kecil. Untuk yang berkeluarga 
diantarnya 43% menyatakan perusahaan   yang menanggung jaminan 
ringan.Tunjangan Tempat Tinggal :38% buruh menyatakan 
ketidakmampuannya untuk mencicil rumah tempat tinggal dan 43% 
buruh menyatakan keraguan akan kemampuannya untuk mencicil 
rumah.Tunjangan Pendidikan 6% buruh   menjawab (akan) merasa 
berat untuk membiayai pendidikan anak ini apabila sekalah di SD, 
SMP atau SMA (sederajat),  
5.    Kerja Lembur: 72% buruh menjawab kerja lembur merupakan 
kegiatan yang selalu diharapkan.Dengan pembayaran  44% buruh 
menjawab uang lembur dibayar sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, 15% buruh  menjawab pambayaran uang lembur tidak jelas 
dan sisanya (41% buruh) mengatakan bahwa besaran upah lembur 
tidak mengetahui cara perhitunganya. 
6. Hubungan Industri: 20% buruh mengatakan bahwa,mereka sering 
diajak berdiskusi tentang masalah perusahaan, 47% buruh menjawab 
tidak  dan sisanya atau 33% buruh  menjawab kadang-kadang/sesekali 
diajak diskusi, Dalam menghadapi persoalan perusahaan 44% buruh 
menjawab tidak diijinkan untuk menyampaikan aspirasi. Dengan 
adanya beberapa serikat maka mereka ada komunitas esekali 
berdemonstras, untuk berdemo 56% buruh menjawab perusahaan 
tidak diijinkan. 
7. Waktu Istirahat: 67% buruh mengatakan sangat lelah setelah pulang 
dari pekerjaan. 
8. Waktu Beribadah: 76% menjawab memang mereka diberi 
kesempatan  solat wajib dan. 50% buruh mengikuti  kegiatan agama 
diluar perushaan dan 49% menjawab tidak mengikuti kegiatan agama 
diluar perusahaan. 
 
Langkah –Langkah Stategis Dalam Menciptakan System Pengupahan 
 
A, Upah Murah 
Buruh perusahaan di Indonesia masih dibayar dengan sangat nurah. Jika 
dibandingkan dengan nisab zakat masih    dibawah. Menurut Didin 
Hafidhudin seseorang dapat digolongkan miskindalam konsepekonomi 
islam apabila  penghasilanya dibawah nisab zakat. Nisab zakat dalam 
setahun 85 gr enas atau 7 gr perbulan. Jika disetarakan dengan harga emas 
2014 adalah Rp 500.000,- maka setara Rp 3.500.000,-. Karena di th 2014 
UMP tertinggi masih dibawah ini (Rp 2.700.000/ bulan), maka semua 
buruh dengan penghasilan UMP dapat digolongkan sebagai  penerima 
zakat atau mustahiq.Jika dibandingkan Negara miskin lainya UMP 
Indonesia dalam uruta ke 3 terendah se Asia 
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B. Hak Buruh Dalam Konsepsi Hukum Nasional dan Islam 
Dalam konteks tripartit; hubungan industrial antara buruh, pengusaha dan 
negara masing-masing mempunyai  
fungsi sbb. :   
a. Pemerintah : menetapkan kebijakan memberikan pelayanan, 
melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap 
pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 
b. Pekerja dan serikat pekerja: menjalankan pekerjaan sesuai dengan 
kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, 
menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan 
keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan 
memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 
c. Pengusaha dan organisasi pengusaha: menciptakan kemitraan, 
mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan 
kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. 
Dalam konsepsi Islam, perusahaan dibangun dengan tujuan agar diperoleh  
maksimisasi kesejahteraan total sebagaimana telah diuraikan di atas dan 
tidak hanya sekedar kesejahteraan marginal (pareto optimal). 
 
C. Membangun Komitmen Terhadap ArahPembangunan Bangsa (Pasal 
33 UUD 45) 
Undang Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 
adalah: Pertama, Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya Kedua, dalam pelaksanaan 
pembangunan nasional, buruh mempunyai peranan dan kedudukan yang 
sangat penting sebagai pelaku dalam pembangunan. Ketiga, sesuai dengan 
peran dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan 
untuk meningkatkan kualitas dan konstribusinya dalam pembangunan serta 
melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan. Keempat, perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan 
untuk menjamin hak-hak dasar buruh dan menjamin kesamaan kesempatan 
dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja 
dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan. Kelima, 
pentingnya peranan buruh dalam pembangunan  nasional dalam satu sistem 
hubungan industrial yang menekankan kemitraan dan kesamaan kepentingan, 
sehingga dapat memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara 
optimal. 
 
D. Keluar Dari Pengaruh Kapitalisme  
Perusahaan atau korporasi yang ada sekarang sebagaimana dalam 
kapitalisme ialah suatu institusi bisnis untuk mencari keuntungan. Korporasi 
didirikan oleh para pemegang saham hanya untuk mencari keuntungan. Oleh 
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karena itu, manajemen suatu korporasi selalu menuntut efisiensi untuk 
mewujudkan harapannya. 
Konsep Islam si kaya berhak menjadi kaya karena usahanya, selama tidak 
mendzalimi, itupun dalam hartanya terdapat hak orang lain yang harus 
dikeluarkan. Sama rata sama rasa dalam Islam tidak adil karena tidak  
memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras. Imam Al Gazali 
mengatakan bahwa motivasi pedagang adalah keuntungan yaitu keuntungan di 
dunia dan di akhirat sedangkan  Imam Ali Bin Abi Thalib  mengatakan, 
“janganlah kesejahteran salah seorang diantara kamu meningkat namun pada 
saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun 
 
E. Menciptakan Buruh Yang Bersumber Daya 
1. Pemahaman Peran dan Posisi Buruh 
Bentuk serta tujuan organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk 
kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh 
manusia. Tujuan organisasi dalam Islam adalah untuk mewujudkan dan 
memelihara kemaslahatan manusia demi memperoleh falah atau kebahagiaan 
manusia di dunia dan akhirat. 
2. Mengembangkan Hubungan Kerja yang Manusiawi 
Para pengusaha di Indonesia tidak perlu terjebak oleh doktrin ketenagakerjaan 
kapitalisme yang melandasi praktek perlakuan terhadap pekerja yang tidak 
manusiawi dan sepantasnya mengembangkan paradigma sendiri untuk 
memperlakukan orang di tempat kerjanya. Sudah saatnya para pelaku 
ekonomi Indonesia mengembangkan doktrin ketenaga kerjaannya yang 
manusiawi melalui pengakuan atas hakekat pekerja sebagai orang yang 
bermartabat dan cerdas serta memperlakukan pekerja sebagai manusia 
bersumber daya. 
3. Buruh Sebagai Manusia Bersumber Daya 
Konsekwensi logis yang harus dieksekusi manajemen perusahaan islami 
adalah mengkonstruksi suatu organisasi dengan melibatkan para buruhnya 
secara totalitas. Metode yang akan digunakan adalah  dengan cara menggali 
semua potensi para ajirnya; selalu menggali potensi yang ada pada diri 
buruhnya untuk dikembangkan pada perusahaan seperti memaksimalkan 
keterampilan dan kompetensi yang dapat mendukung pencapaian 
kesejahteraan personalnya sebagaimana yang dikatakan oleh Leeuwen. 
Demikian pula yang dikatakan oleh Miller, bahwa para buruh akan 
mengeluarkan seluruh potensi dirinya seperti pengetahuan yang diperoleh 
selama hidupnya akan diaplikasikan/digunakan agar memperoleh maksimasi 
dalam menghasilkan barang, jasa, maupun ide, baik di lin kungan market 
maupun non market pada suatu perusahaan dimana mereka bekerja. 
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F. Buruh Sebagai Investasi Perusahaan  
Human capital berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga 
kerja, memfasilitasi inovasi teknologi, meningkatkan return to 
capital,menciptakan pertumbuhan perusahaan. Istilah human capital 
mencerminkan kapasitas produktif sumber daya manusia termasuk di 
dalamnya berbagai keterampilan (litersi, numerasi, kognitif, dan analitikal 
Perusahaan yang menganut paham Human Capital, dalam perhitungan 
biaya produksi memiliki pendekatan sebagai berikut: Pertama, Komponen 
tenaga kerja, tidak hanya gaji dan ongkos lembur saja, tetapi termasuk biaya-
biaya investasi berupa pelatihan (training) dan pengembangan tenaga kerja. 
Kedua, Bahan baku dan bahan pembantu sifatnya sama seperti yang sudah 
disebutkan di atas. Ketiga, overhead sama seperti penjelasan di atas. Bentuk 
posting biaya administrasi ke dalam neraca dapat dihitung langsung sebagai 
biaya per unit barang atau jasa, atau dimasukkan sebagai biaya administrasi 
setelah penjualan. Oleh karena itu biaya produksi perusahaan yang 
menganggap biaya tenaga kerja sebagai biaya atau cost, biaya untuk pelatihan, 
pengembangan, dan perawatan tenaga kerja dapat dimasukkan ke dalam biaya 
setelah penjualan. 
 
G. Shirkah Inan Wa Al-IjaRah Pada Buruh Perusahaan Di Indonesia 
Aplikasi teori shirkah-inan wa al-ijarahdalam era globalisasi adalah 
dengan mengkombinasikan pemberian upah pokok layak/UPL sebagai 
biayaoperasional buruh yang telah ditentukan sebelum bekerja dan pemberian 
insentifdengan sistem bagi hasil. UPL bertujuan agar si buruh dapat bekerja 
‘selama sebulan’ sedangkan insentif yaitu tambahan kompensasi yang 
berhubungan dengan laba perusahaan. Dalam situasi seperti ini; menurut 
Sallie, setiap karyawan biasanya berusaha untuk mendapatkan keadilan 
internal (internal equity) dari perusahaan.Dalam sistem ini, bukan hanya upah 
pokok layak yang menjadi penting bagi buruh tapi insentif merupakan hal 
yang signifikan bagi buruh seperti yang dikatakan oleh Koontz tentang jenis 
insentif yang dapat mempengaruhi kinerja buruh dan keuntungan perusahaan 
dengan karyawannya 
1. Upah Pokok Layak  
Upah pokok layak terdiri dari dua komponen utama, yaitu Base Pay 
(Gaji Pokok) dan Benefit (tunjangan). Gaji pokok merupakan komponen 
utama dari sebuah sistem kompensasi yang dibayarkan secara tetap setiap 
bulan.  Gaji pokok berfungsi sebagai biaya operasional buruh untuk bisa 
bekerja selama satu bulan. Tunjangan adalah jaminan kehidupan buruh 
sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Sebagai contoh jaminan 
kesehatan, perumahan, dan lain-lain.  
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2. Insentif 
Insentif pada sistem pengupahan berkeadilan menurut Islam ini adalah: 
insentif jangka pendek (gainsharing) serta dua insentif jangka panjang yaitu 
profit sharing. Inti dari pemberian insentif ini adalah agar diperoleh 
maksimalisasi pendapatan buruh sebagai hak yang harus diterimanya; bukan 
kesejahteraan orang per orang tetapi kesejahteraan secara menyeluruh yaitu 
ajir, musta’jir dansahib al- malsecara terintegral sebagaimana yang 
diamatkan oleh UUD 45 sesuai dengan dan tujuan Yang Maha Kuasa, bahwa 
setiap anugerah yang Allah berikan itu harus dinikmati oleh semua 
makhluknya 
a. Gainsharing 
Gainsharing merupakan Short Term Incentive (Insentif Jangka 
Pendek). Gainsharing merupakan perangsang yang ditawarkan kepada para 
karyawan untuk melaksanakan kerja yang lebih efisien dari standar yang telah 
ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Tujuan dari diimplementaksikannya 
adalah untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan menciptakan karyawan 
yang termotivasi, berkomitmen dan ingin menjadi bagian dari suatu 
perusahaan yang sukses. Keuntungan yang diperoleh karyawan adalah 
memperoleh imbalan dalam jangka pendek. Setiap selesai pekerjaan, mereka 
akan memperoleh tambahan upah dikarenakan efisiensi kinerjanya 
 
    b. Profit Sharing 
 Profit sharing adalah jenis insentif jangka panjang (Long Term 
Incentive). Rencana pembagian keuntungan ini dilakukan oleh perusahaan 
karena perusahaan merasa berkewajiban untuk membagikan kesejahteraan 
kepada karyawannya akibat laba yang diperoleh perusahaan. Penghargaan 
kepada para karyawan ini sebagai tambahan dari remunerasi normal, 
khususnya dalam bentuk sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang 
terkait kepada keuntungan usaha. Perusahaan yang melaksanakan sistem 
pembagian keuntungan berpendapat bahwa kegiatan ini merupakan 
kewajibannya untuk membagikan kemakmuran dengan para karyawannya.  
Para pengusaha bependapat bahwa keuntungan adalah upah modal dan bahwa 
perusahaan tidak merasa sebagai suatu kewajiban moral untuk membagi 
keuntungan dengan karyawannya 
Uang tunai bisa diberikan setiap kwartal atau setahun sekali sedangkan 
employee Ownership adalah pendekatan insentif jangka panjang bagi buruh 
untuk ikut memiliki perusahaan. Insentif ini merupakan 
pemberian/penyerahan sejumlah saham perusahaan kepada pekerja. 
Disamping itu dapat juga dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada 
pekerja untuk membeli saham perusahaan. Hasilnya adalah munculnya 
partisipasi pekerja dalam memiliki bagian-bagian perusahaan.Oleh karena itu, 
pengertian tentang arti saham perlu dijelaskan kepada para buruh sejak awal 
mereka bekerja sehingga buruh tidak selamanya menjadi buruh. Hal ini terjadi 
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karena buruh tidak pernah dilibatkan atau diberi pengertian untuk ikut 
memiliki perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan dimana mereka 
bekerja.Tidaklah menutup kemungkinan, jika mereka (para buruh) telah ikut 
menanamsaham dengan cara sebagaimana tersebut di atas atau dengan 
menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal membeli saham sehingga 
disamping mereka menjadi buruh; tetapi secara tidak langsung mereka ikut 
melakukan bisnis perusahaannya sejak perusahaan masih kecil dengan usia 
para buruh masih muda, maka dalam jangka panjang mereka akan ikut 
menikmati hasil kerjanya sesuai dengan besaran saham yang mereka yang 
mereka miliki sebagaimana yang dinikmati para pendirinya. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 
Berikut ini adalah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.  
A. KESIMPULAN  
 Sistem pengupahan buruh perusahaan di Indonesia telah banyak 
menyebabkan konflik seperti adanya jenjang kesejahteraan yang terlalu 
menyolok antara pimpinan dan bawahan. Telah terjadi pemisahan dan 
polarisasi berupa perkembangan golongan yang memiliki pekerjaan yang baik 
dengan memperoleh gaji tinggi, dapat  meningkatkan kedudukan sosial, 
terjamin kebutuhan hidup, dan memiliki  kesempatan memperoleh pekerjaan 
yang lebih baik. Pada pihak lain, perkembangan bawahan (buruh) dengan 
pekerjaan yang berat, waktu yang panjang, pekerjaan yang berganti-ganti dan 
tidak memiliki kepastian dalam pekerjaan (sistem kerja kontrak dan 
outsourcing). Di samping itu, buruh dibayar dengan upah yang sangat murah 
dengan tunjangan yang sangat minim. 
Upah murah terjadi akibat kebijakan pemerintah bersama para 
pengusaha yang menjadikan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) seorang lajang 
dengan tingkat  hidup paling minim dan komponen KHL dengan harga 
termurah di pasar sebagai pijakan dalam   menentukan besarnya upah (UMP) 
seorang buruh sehingga mereka tidak memperoleh upah, kecuali upah yang 
hanya cukup untuk melangsungkan kehidupannya agar mereka tetap dapat 
bekerja. Dalam konteks ini, sebenarnya buruh belum memperoleh upah. 
Mereka hanya memperoleh biaya hidup (biaya operasional) sebulan sehingga 
bisa bekerja. Begitupun untuk upah penyesuaiannya (upah sundulan) yang 
tertuang di PKB antara pengusaha dan serikat buruhnya. Adapun penyebab 
lain sehingga buruh dibayar dengan upah murah menurut para pengusaha 
adalah dikarenakan persentase porsi (pengeluaran biaya) untuk upah terlalu 
kecil, terjadi beban biaya operasional dan suku bunga bank yang terlalu tinggi 
serta  terlalu banyak pengeluaran untuk pungutan illegal. 
Sistempengupahan berkeadilan menurut Islam merupakan alternative 
untuk dapat menyelesaikan permasalahan sistem pengupahan di Indonesia. 
Visi dan misi dari pendirian perusahaan  adalah kemaslahatan dengan 
menciptakan kesejahteraan totalitas antara shahibul maal, mustaji>rdan 
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aji>rserta negara dan lingkungan dimana perusahaan berada. Melalui 
pendekatansyirkah-inan-ija>rah,maka akan diperolehmaksimasi pendapatan 
buruh sehingga “nilai lebih” dari hasil kerjanya akan diperoleh buruh 
sebagaimana haknya. 
Buruh mendapatkan upah dikarenakan perusahaan memperoleh laba 
dalam bentuk bagi hasil yang  terdiri dari gainsharing, profit sharing.Di 
samping itu, untuk kebutuhan kesehariannya sehingga mereka dapat bekerja; 
buruh memperoleh biaya operasionalnya dalam bentuk UPL (Upah Pokok 
Layak). UPL yangditerimanya adalah UPL yang memenuhi lima kebutuhan 
pokok manusia yang terdiri dari (perlindungan terhadap): agama, jiwa, akal, 
harta dan keturunan. UPL terdiri dari upah/ gaji pokok dan 
tunjangan.Gajipokok adalah biaya opersional buruh sehingga mereka dapat 
menjalankan pekerjaannya selama sebulan sedangkan tunjangan adalah lima 
kebutuhan pokok di luar gaji pokok untuk buruh dan keluarganya. 
Sistem pengupahan yang berkeadilan memiliki komitmen untuk 
menjadi penghasil kekayaan dan kesejahteraan secara totalitas bagi seluruh 
pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Bukti nyata dari sistem ini adalah 
dengan memberikan peluang kepada karyawannya untuk memiliki saham 
perusahan dimana mereka bekerja. Sistem kepemilikan saham merupakan 
sistem pamungkas dari cara pemberian/pembagian keuntungan dan sekaligus 
resiko dari suatu perusahaan. Dalam konteks jangka panjang dan pasar bebas, 
semakin tinggi laba perusahaan, maka akan semakin besar pula kesejahteraan 
karyawannnya. Manajemen perusahaan selalu mencari orang-orang yang 
ingin menciptakan, memproduksi, dan memiliki komitmen untuk mengubah 
gagasan mereka menjadi tindakan yang akan meningkatkan kesejahteraan 
ekonominya. 
 
B. SARAN-SARAN 
Saran-saran dari hasil penelitian ini adalah:  
1. Perusahaan menjadikan buruh sebagai mitra usaha dengan 
menganggap buruh sebagai manusia bersumberdaya daya sehingga 
buruh akan memaksimumkan kemampuannya untuk memajukan 
perusahaan. Sitem kerjasama berjangkauan kepentingan multiparsial 
(multipartitus) ini berkaitan dengan dua tujuan, yaitu: Pertama,upah 
atau pendapatan per kapita yang meningkat (untuk meraih “nilai-
tambah ekonomi”). Kedua, mengubah hubungan sosial-ekonomi 
“tuan-hamba” dan “taoke-koelie” menjadi hubungan kemitraaan 
demokrasi yang partisipatori-emansipatori. (“nilai-tambah sosial-
kultural”/ kemartabatan manusia).  
2. Pemerintah hendaknya: tidak menjual upah murah ke investor asing, 
menurunkan suku bunga bank, memperbaiki dan mengembangkan 
infrastuktur yang sistemik untuk suatu perkembangan industry serta 
dengan serius menghilangkan pungutan illegal.Pemerintah 
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mengembangkan balai latihan kerja yang lebih banyak terutama 
diperuntukan untuk buruh unskill serta selalu mensosialisasikan 
tentang hak-hak buruh dalam suatu perusahaan. 
3. Buruh hendaknya banyak membaca pengetahuan dan sharing dengan 
teman-temannya terutama untuk yang berkaitan dengan jenis 
pekerjaan yang mereka lakukan serta tentang kewajiban dan hak-
haknya sebagai buruh perusahaan sehingga mereka tidak terlalu 
dibodohi oleh  para majikannya 
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